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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan : .nerja Instansi Pemerintah (Laporal Kinerja) set .gar salah

satu kewajiban Kemer :eriart Perencanaan Pembangunan Nasional (PF\)/Badan
Perencanaan Pembar,gunan Nasional (Bappenas) dalam men,ngkatkan
a-kuntabilitas, transp€u.rnsi dan penganggaran berbasis kine{a serta rn:ndukung
upaya Reformasi Birol-. asi dan bertekad mewujudkal good gouernance.

Tujuan dari Pedoman : ',r adalah untuk memberikal acual kepada unit- rnit kerj a

di lingkungan Kemer: :ria.n PPN/Bappenas dalam menyusun laport..r kinerja
kementerian. Pedomar- rni memberikan palduan menJrusun Laporan Kr- erja yang

baik, indikator din -nuskan, mengukur ketercapaian indikator kinerja,

melakukan analisis I rhadap capaian kinerja. Selain itu, pedomar ini juga

menjelaskal berbagai'angkah-langkah dalam mengembangkan Lapora-'r Kine{a
dan juga menyertaka:: beberapa format yang harus dilengkapi oleh se: iruh unit
kerja penanggun$awa- kegiatan di Kementerial PPN/Bappenas.

Dengan adalya Pedor::.an ini diharapkan penJ^rsunan Laporal Kinela dapat

distandarkan, efektif c u efisien. Format darr susunan Laporan Kinery. menjadi

seragaln dan baik sel gga pelaksariaan tugas darl fungsi dapat terg--:abarkan

seca,ra utuh darl dapat 1-ipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Akhirnya kami meng:carkan terimakasih kepada semua pihak ya=g teiah

berpartisipasi dalam ;tr.-.-.rsunal pedoman ini. Semoga Allah SWT s:::ntiasa
memberikan rahmat de-: ndho-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Jatuai 2O2O

Kepala Biro Perencalaan, Oreanisasi,
dan Tata Laksana

Rohmad Supriyadi 4-- .
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1.1

BAB I

PENDAHULUAN

Late Bela-kang

Sala; satu prinsip tata pemerintahan yang baik (gor 4 gouernance) adalah

akur-tabilitas, yarrg merupakan sala-h satu wujud Komitmen organisasi
pen." :lenggara negara dalam mempertanggungja\Mat ian pengeloiaan darr

penq:nda-Iian sumber daya dalam pelaksalaaa L:bijakan pada akhir
tahu :. Laporal kinerja merupakan bentuk akuntabi- ras dari pelaksarraan

tuga . dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembang, nan Nasional/Badan
Pere-,canaarr Pembangunan Nasiona.i (Kementerian PPN/Bappenas) atas

penSgunaan anggaran negaf a.

Lapc:an kinerj a merupakan gambaran utuh dari P'ncapaian target dan

sasa-an yang telah ditetapkan. Dari laporan kinerja Capat dinilai apa-kah

suar r Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi kr: e4 alya baik atau

bun:<. Ha-1 terpenting yang diperlukan dalam penl'u s..r n an laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja darr evaluasi serta peng:-ngkapal (dtlsclosure)

seca-a memadai hasil analisis terhadap pengukuran i nerja

Kem' nteriaa PPN/Bappenas mempunyai kewajiba r untuk menyusun

Lapra:: Kinerja setiap tahun atas pela1<sanaan i igas dan fungsinya.

Peny:s,:nan Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pel ':!ran Kine{a sesuai

deng;: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur ,.gara daIr Reformasi

Biroi:-asi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunj::k Teknis Perjanjian

Kineja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Aias Laporan Kinerja.

Da-1a:n Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahr.'a Menteri/Pimpinart
Lemraga men]rusun Lapotan Kinerja tahunan tingkat

Kementerian / Lembaga berdasarkan Perjaajian Kinerja yang ditandatalgani
dan menyampaikal kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala

Bap-!-€nas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biro*rasi.

Lapcran Kine{a Kementerian PPN/Bappenas mencak-p tiga hal, yaitu:

a. capaial kinerja selama setahun;
b. sasaraa dan target yang akarr dicapai; dan

c. perjanjian Ke{a Pejabat Eselon I dan II

Peny'usunal Laporan Kine{a memerlukan koherensi dan akurasi data dan

informasi mengenai hasil-hasii kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit

Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit

Kerja terhadap sasaran darr ta-rget yalg telah dicapai.

Beberapa hal yang menyebabkaa nilai Laporan Kine4'a Kementerian

PPN/Bappenas masih belum sesuai dengal yang diharapkan, yaitu:

a. IKU tidak SMART;

b. IKU tidak mencerminkan kinerja konkrit; dan
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t.2

1.3.

1.4

c IKU sulit untuk diul'rr (perlu penajaman kamus).

Sehubungan dengan ha-1 tersebut, Kementerian PPN/Bapper as

memaldang perlu untu .i membuat Pedoman Penlrusunan Laporan Kinc ja
yarlg dapat mendorong -eberhasilan dalam menyusun Laporan Kinerja'

Llaksud dan Tujuan

I\4aksud disusunnya p- doman ini adalah sebagai arah bagi Satuan Ke: a'

darr unit kerja Eselon I II di Kementerian PPN/Bappenas dalam menyus -:n

Perjanjian Kinerja dan aporan Kinerja.

Pedoman ini bertujuar untuk memberikan acuan bagi Satuan Ke{a can

unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusin

Pe{anjian Kinerj a dan -aporan Kinerja sebagai:

1. akuntabilitas dan ! ansparansi pencapaian kinerja yang terukur at's
kinerj a yang telah d:aPai.

2. arah dan strategi kebijakan dalam upaya peningkatan kiner- tr

berkelanjutan pada :aasa yang akan datang.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoma-: rd meliPuti:

1. tata cara penyusund: .^e{anjiaa Kinerj a; dan

2, tata czrra pen)'usuna:r iaporan Kine{ a

Prinsip-Prinsip LaPoral Kine{a

Penyusunan Laporan'iinerja harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporart

pad.a umumnya, yaitu laporan haru s disusun secara jujur, obyel*=jf'

akurat dan transparan dengan memperhatikan:

1. Prinsip pertangguni awaban

Hal-hal yang dr-aporkan harus proporsional dengan lingk -tp

kewenangan dan anggung jawab masing-masing dan memuat baik

mengenai kegagalan maupun keberhasilan'

2. Prinsip prioritas

Hal-hal yang dilaporkan adalah ha-l-hal yang penting dan relevan bagi

pengambilan keputusan dan pertanggungjawabaa instansi yang

diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya'

3. Prinsip manfaat

Manfaat laporal harus lebih besar daripada biaya penl'usunannya dan

laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian

kine{a. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri

laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan

dianda-lkan, mudah dimengerti, jelas dan cermat), dalam bentuk yang
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c

menarik (tegas dar konsisten, tid rk kontradiktif antar bagian),

berdaya banding ting$ (reliable), b'rdaya $i luenfiable\, lengkap,

netral, padat, da:-r mengikuti standa-r i-.poral yang ditetapkan.

Pengertian Umum

Dalam Pedomal ini, yang dimaksud deng ;:
1. Sistem Akuntabilitas Instansi Peme- ;ltah yang selanjutnya disebut

SAKIP adalah ralgkaial sistematik r al berbagai aktivitas' alat, dal
prosedur yang diralcang untuk tuju u-r penetapan dal pengukuran,

pengumpulan data, pengklalisikasiar. pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dal peningkatan kinerja instansi pemcnntah.

2. Kinefia adalah keluaran/hasil dari keqiatan/program yang telah atau

al<al dicapai, sehubungan dengan penggunaan alggaran dengan

ku altitas dan kualitas terukur.

3. Keluaran (output) adalah segala sesuai yang mencerminkaa

berfungsinya keluaral dari kegiataa-krgiatan dalam satu program'

4. Hasil (outcomel adalah segala 'esuatu yang mencerminkan

berfungsinya kelauran dari kegiatan-! :giatan dalam satu program'

5. Kegiatan adalah bagian dan progra= -''ang dilaksalakan oleh satu

atau beberapa satual kerja pada ke=eaterian negara/iembaga atau

unit kerj a pada Satuan Kerj a Perang*ai Daerali sebagai bagian dari

pencapaian sasaJan terukur pada =.ratu program dan terdiri dari

sekumpulaa tindakan pengerahan s.rmber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), ba--ang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombina:i dari beberapa atau kesemua

jenis sumber daya tersebut sebaai masukal (inpufl untuk
menghasiikan keluaran (output) ddan bentuk barang/jasa'

6. Program adalah penjabaran kebijakar kementerian tegaraflembaga

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Calam bentuk upaya yarrg berisi

satu atau beberapa Kegiatal dengan menggunakal sumber daya yang

disedialan utuk mencapai hasl yar:g terukur sesuai dengan misi

kementerian negara llernbaga atau Satuan Kerja Peralgkat Daerah'

7. Indikator Kinerja adalah ukuraa keberhasilan yang akan dicapai dari

kinerj a program dan kegiatan yalg telah direnca-nakan'

8. indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dai
suatu prograrn yang mempaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

suatu kement eiran negataf lembaga dan pemerintah daerah yang

diiaksanal<an oleh satuan kerj a/ Satu al Kerja Perangkat Daeral.'

9. Indikator Kinerj a Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (outpufl dart

suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kine{a

Program.



10. Indikator Kinerja Utama :dalah ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan dal me-unakal ikhtisar Hasil berbagai Program dan

Kegiatan sebagai penjaba: al tugas darr fungsi organisasi'

11. Laporaa Kinerja yang se ranjutnya disingkat Laporarr Kinerja adalah

ikhtisar yang menjelas.-en secara ringkas dan lengkap tentang

capaian kinerja yang isusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksalaan Anggaran Pendapatan dan

Belalja Negara/Angga-- '-n Pendapatan dan Belalja Daerah

(APBN/APBD).

12. Laporart Kinerja Elektron .:, yang selanjutnya disebut e-Lapkin, adalah

Sistem Pemantauan Kin.:4a di Lingkungan KPU berbasis teknologi

informasi;

13. Perj anjian Kine4'a, y.ng selanjutoya disingkat PK, adalah

lembar/dokumen yang :-:rlsikal penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yalg lebih rendah untuk
melaksalakal Prograrn {egiatan yang disertai dengan Indikator

Kinerja.

14. Sasaran atau target adal"n hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaral yang dihar,rpkan dari suatu Kegiatan'

15. Akuntabilitas Kinerj a ac riah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk memP:i:anggungiawabkan keberhasil an I kegagalan

pelaksanaan Program d-: Kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan Cilam rarrgka mencapai misi orgalisasi secara

terukur dengan sasar€ul., target kinerj a yang telah ditetapkal melalui

laporan kinerj a instansi pemerintah yang disusun secara periodik'
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2.1

BAB II

PE iIUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Pengertian

Perjanjian Kiner r (PK) adalah lembar/dokumen yarg berisikan p nugasan

dari pimpinan lnstansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah un uk melaksanakan program/kegiatan yang disert' I dengan

indikator kinerj:- .

Pe{anjian kinela merupakan tekad dan janji rencana kinerja iahunan
yalg akal dica:a-r dan komitmen penerima amalal. dan kesepakatan

antara penerirn.r dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tr. 4as, fungsi dan wewenang serta sumber d' ';a yang

tersedia. Pihak--ihak yang terlibat di dalam pe{anjian kinerj a :neliputi:

Menteri kepada -)residen, pej abat Eselon I kepada Menteri, Pejal 'rt Eselon

II kepada pejab. Eselon 1, serta Satuan Kerja (Satker) kepada Mt rteri dan

Satuan Ke4'a (Satker) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kinerj a yang ditpakati tidak dibatasi pada kine{a yang dihasi ran atas

kegiatan tahun bersalgkutal, tetapi termasuk kinerja (outco''el yang

seharusnya terv ujud akibat kegiataa tahun-tahun sebelumnya Dengan

demikian, targer icnerja yang dipe{aljikarr juga mencakup outc:fle yal:.g

dihasilkan dari krgiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga :r:=rrjud
kinerj a yang berx<sinambungan setiap tahunnya.

T\.rjuan Penyusu aan Pe{anjial Kinerja

Ttrj uan perlJrusuian Pe{ anjian Kinerj a adalah :

1. sebagai wujr.d nyata komitmen antara penerima dan pemben amanah

untuk menrngkatkan integritas, akuntabiiitas, transpara;rsi, dan

kinef a Apar rtur;

2. menciptala; tolok ukur kinerj a sebagai dasar evaluas kinerja

aparatur;

3. sebagai dasar penilaian ketrerhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaral organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dart

sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amalah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangarr/kemajuan kinerja

penerima amanah; dan

5. sebagai dasar dalam penetapan sasarar kinerja pegawai'
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z-J.

2.4.

Perlm sunan Perj anj ian Kinerj a

Pe--, aljian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, teriri atas:

1. Perjanjian Kinerja \4enteri PPN/Kepala Bappen: ;' ditandatangani oleh

l!'lenteri PPN/ Kepala BaPPenas;

2. Peq'arrjial Kinerja Pimpinal Unit Kerja Eselon i, ditandatanga-ni oieh

Eselon I dan disetujui oleh Menteri PPN/KepaJa 3appenas;

3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja (Eselon : ;, ditandatangani oleh

Eselon II dan disetujui Eselon I atasannya; dan

4. Pimpinan Satuan Kerja, ditaldatarrgani oleh prmpinal satuan kerja

dan pimpinan unit kerja.

Ke-entuan Penyusunan Pe{anjian Kinerja

Pe; anjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebag': berikut:

1. Pe{anjian Kinerj a disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis

{Renstra), Rencana Kine{a Ta-hunan (RKT) di-n Rencana Ke{a dart

Anggaran (RKA);

2. pen)'usunan Perj anjial Kinerja sebagaimala d=raksud pada huruf a
.Sakukan paling lambat 30 (tiga puluh) :-c-. ka1ender setelah

disahkannya DaJtar Isian Pelaksanaan Anggarar 1DIPA);

3. Pe{anjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappe; as, Perj anjian Kinerja

Eselon I dan Eselon II di Kementerian PPN/Eappenas disampaikan

kepada Kementerial Pendayagu.naal Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Kementerian Keuangan, darr Kernenterial Perencanaan

Pembangunan Nasiona-l;

4. penyampaial Perjanjian Kine{a sebagaimana omal<sud pada huruf c

disampaikan dalam bentuk hardcopg dan sofiu-oy paling lambat akhir

bulan Januari tahun berjalan;

5. dokumen h.ardapg Perj aljian Kinerja sebaga!:nana dimal<sud pada

huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dal Tatalaksana

sebagai arsip dan disampaikan kepada Sekretaris Utama Bappenas

jika diperlukan.

Penggunaan Sasaraa darr Indikator

1. Perjanjian Kinerj a menyajikan Indikator Kine{ a Strategis yarrg di

dalamnya terdapat Indikator Kine{a Utama (IKU) yang merupakan

ukural keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama

Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengal tugas fungsi serta mandat

(core business\ Yang diemban;

6
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2 IKU dipilih dad seperangkat indikator kineda yang berhasil

diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan

kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerj a

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappe ras dan disesuaikaa

dengan tugas dan fungsi Kementerial PPN/Bar oenas.

Format Perj anjian Kinerj a

Fc =nat Perjaljian Kjnerja terdiri atas 2 (dua) ba.;an, yaitu Pernyataan

Pe:ja,njian Kinerja darr Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga

di; erhatikan muatan yang disajikan dalam pe{anji.,n kinerj a tersebut.

l. 2ernyataan Perj anjian Kinerja

Demyataarr Pe{anjian Kine{a paling tidak terdir.' atas:

a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerla pada suatu tahun

tertentu; dan
:. taada tangal pihak yang bedanji/para pihak " ang bersepakat'

2. .-annpiran Pe{anjian Kinerj a

, ^mpiral Perjanjian Kinerj a merupakan bagial lang tidak terpisahkan

iengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi 1'ang disajikan dalam

-ampiran Perj anjian Kinerja disesuaikan dengan '-ingkatannya.

3. .']e4anjian Kinerja antara pimpinan u.rt organisasi yang

=-anggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan

re;a pemerintah daerah yang melaksanalan tugas iersebut.

4. 3agi Satuan Kefa di Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mencapai

icinerj alya mendukung tugas perecepatan, harus memberikan

keterangal (penjelasaa) yang cukup mengene: proporsi dana yang

dalokasi untuk kegiatan tersebut.

5. iormat Perjanjian Kinerja darr Lampirar Perjanjiaa Kine{a

sebagaimana teriampir pada Lampiran I yang cerupakan bagian yang

idak terpisahkan dengan Pedoman ini.

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kine{a

Perjanjiarr Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut:

1. terjadinya pergantial atau mutasi pejabat;

2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaral);

dan/ atau

3. perubahan prioritas atau asumsi yang beral<ibat secara signifrkan

dalam proses pencapaiaa tujuan dan sasaran.

2.7.
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3.1

c.z

BAB III
PENGUKURAN K]NERJA

P-::gertian

S rlah satu pondasi utama dalam menerapkan mzeajemen kinerja ada]ah

pengukuran kinerj a dalam rangka menj arnin adaurya peningkatan dalam

p.layanan publik dan meningkatkaa akuntabil as dengan melakukan

k,arifikasi output d.at outcome yang akan dan se:-arusnya dicapai untuk
rr ;mu dahkal terwujudnya organisasi yang alunte :ei.

PEngukuran kinerja dilakukan dengan membanuingkal antara kinerja

y.ng (seharusnya) te{adi dengan kinerj a yarrg c. harapkan Pengukural

k eerja ini dilakukal secara berka.Ia yang mencalr, p:

1 kinerja kegiatan ya-ng merupakan tingkat pen apaial target (rencana

tingkat capaian) dari masing-masing kelon'pok indikator kinerj a

kegiatan; dan

2. tingkat pencapaian sasaran instansi pemen:rtah yarrg merupakal
dngkat pencapaian ta-rget (rencana tingkat :apaian) dari masing-

masing indikator sasaran yang telah dr:etapkan sebagaimana
.'li tuangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Fu,g'.rkuran tingkat pencapaiaa sasaran didasa:'kan pada data hasil

pc'.g-akuraIl kinerja kegiatan Penyajian pencape.;ei; kinerja hendalnya

c"susun berdasarkan urutan program dan <egiatan sebagaimana

drrumuskan da-lam Rencala Strategis (Renstrai dan Rencana Kerja

(Renja).

Bridging dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 rnenuju Rancangarr IKU

2A20-2024

Pada Tahun 2}lg, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukart

penyempumaan malajemen kinerj a internal aEar dapat memberikan

playanan di bidang perencanaan secara optimai :aelalui penyempurnaan

L-dikator Kinerja Utama flKU) lembaga. Pc:yempurnaan tersebut

d:.harapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan

sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dal
memastikan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-

Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Daerah.

Penyempumaan ini didasari atas kondisi bahwa:

a. iKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian

PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang dihasilkan belum/tidak

dapat dijelaskan kinerja capaiannya:

b. kinerja sulit untuk diukur; dan

c,belumadaayacascadiflgindikatorkinerjaorganisasikeindikator
kine{a individu.
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Mengingat IKU tahun 2O19 masih merggunakan IKU Tahun 2Ol5-2O19 '
narnun secara substansi pengukuran kinerjanya tela-h diarahkan atau

dilakukan penajaman terhadap rancajr'gan IKU periode 2O2O - 2024 '

Adapun pemetaan IKU tahun 2019 mc'ruju rallcangan IKU Tahun 2020-

2024 dapat clilhat pada tabel berikut.

Tabel 1

Pemetaan IKU Menteri Tahun 2O19 :nenuju lKU 2O2O-2O24

Sasaran Strategis
(ss)

Terwujudnya
perencanaan dan
pelaksana an
pembangunan nasional
ya ng berkualitas
(terintegrasi, sinkron,

dan sinergis)

Sasaran Program

Terwujudnya perencanaan
pembangunan nasional yant
berkualitas

Terwujudnya evaluasi dan
pengendal ian pelaksanaan

r enca tta pel.lbar€unan
na sional ya ng efe ktif

rsedianla pelafa nan dan

dukungan proses PPNyg baik

da n bersih

a. Rekomendasa penyelesaian National concern

yant akan dijalankan olehKL dan stakeholders

pemba ngunan

. n.eblakan (Programixeg atan) novasl Pembang$a]

ylg akan dijalankan oleh l(Ldan slakehol&rs

:e.bangunan

2.1 r:'-e rja Pembangunan Nasional

e <incrja Pcmbangunan P usat.

b. Kinerja Pembanguna n Daerdh

3.1 lndeks Kepuasan Pengguna Layanan

a. lndeks kepuasan layanan peningkatan

kapasatas 5DM Perencana
' b. lndeks kepuasa n Pemangku Kepentin8an/

Stakeholder te.hadap proses penyusunan

. RKP

3.: Per5entase lntegrasi Sistem Perencanaan daa

Penganggaran:
. KRISNA (Pla nning, Budgetin8, Monev,

Sepakat, Simlaras)
. satu Data Nasional

lndikator Kinerja Utama (lKU)

lndeks Perencanaan Pemban8unan Nasional

a. lntegrasi (K/l- Sumber Pendanaan)

b. 5inkronisasi (Perenca naa n dan PengangBaran)

c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)

lndeks Sistem Merit di Kementerian

PPN/Ba ppenas

ilai KinerjaAnggaran

i Kinerja Reformasi Birokasi

1.1

, 4.2

j

2

l

Tersedianla pelaya

dukungan proses P

ba ik da n bersih

pelaksana antugas dan

fungsi Kem.PPlVBaPPenas

-- ---a-
nan dan l

PNyg I

4.7
',_'. i

Terla ksananya
pengawasan akuntabilitas I -.

I trt

I.--

I

I

i

I
I

-_L

i ;Nila
'. 4.3 |

9

4.4 opini BPK atas Laporan Keuangan

1

I
I

I

I
I
I

I

I

I

I

I
1

!
I

I

I

I

I

I

I

I
i

i
I

I

I

I

I

I

I

I

I

---,1



Berdasarkan pemetaan sasaran strategis dal program eksisting ke

rancangan IKU tahun 2O2O'2024 secara detail dapat dilihat pada gambar

berikut.

3ambar 1

Pemetaan IKU Eksisting lenuju IKU 2O2O-2O24 (lebih rinci)

INU fksistiryTahun20l9 Rancangan IKU 2020' 2024

*

,qs!*l*l&dro&€b rpd th 
'r!.

rt.rhr&rurui!'l.uevtru, .4

(ss)
lidikalo.xiredaul.ma {|ru)

, r ;mrnii-.*"ta"-lai

siad.@6i0rn,e,.c4

kR!@h{n9h.l!q-6
. l}$lrhaodr.rhq

nicorbFbtE^FdP4tar&+h

r.!4Esr@r'ik(ffirb
t$ni.di6iqJdr4tubin-

t..
riL,rnbidr,n&tr4mrulEdlD +r51. L

Dari pemetaan tersebut dapat dijabark an bidging dari IKU 2O19 ke

rarcangan lKU 2020-2024 aJalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerj a Mentc-i PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu

Prosentase (%) keselar;san rencana pembangunan nasional dengan

rencana kerja Kementeriatl Lembaga/ Daerah yang ditedemahkan

dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi Indeks

Perencalaal Pembangunan Nasional dan diukur melalui 3 (tiga)

penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Ind.eks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk
mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dal sinergi)

perencanaan pembalgunan nasional, termasuk konsistensi antara

perencaiaar dan penganggaran dalam lingkup pencapaiari

sasaran/target PN dan Bidang Pembangunaa Nasional Manfaat dari

indeks perencariaan pembalgunan nasional adatah dapat mengetahui

tingkat kualitas perencarlaan pembangunan nasiona-l dan

pen gendalian PelaksanaannYa.

.lEdlr!trr-rto{ iDsil

:ilbnldFB.a,ll.|d.4m

b r&i.Fl'nrrrd hodMi"rm
,46qrndr'l{]Lr^-de

Jebk@dlFFnrbEi
! reEt rnr6r9!r+dsl/

i:rd.!g'dltPlEBd/,fi

I

I

1

I

lrnmrd".,'s'd@P"..--
1.."ftru!'b[6"8.8,

lridr&Etd-rg,r6ragz-aEq M

I
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IKU 1.1 mefl.t ?akan IKU yang dirancang untuk menunjukkar: ukuran
terhadap kinrrja Kementeriarr PPN/Bappenas yarrg bersifat inisiatif
strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan

percepatan pe aksanaan rencana pembangunal.

Indeks ini ai -:l berimplikasi pada menguatnya peran Kerr .nterian
PPN/Bappena r. melalui:

a. pengukur:n kualitas perencanaan dan pengendalial pembalgunan
nasional l;rap PN);

b. pengukura:r kua-1itas perencanaan K/L dan Daerah dengal
kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang;

c. pen)'usunan indeks yang akan menjadi bagian dari grnilaian
Indeks Re-brmasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kemente-an PAN

dart RB.
d. penyusunan cascading IKU sebagai alat ukur kine4'a indir:du/tiap

pegawai I.l:menterian PPN/Bappenas.

Untuk mengu-<ur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemeuan dari

PN ke PP, kercudran ke KP, Pro-PN dan Renja dari RKA K/L. Seda-ngkan

sinergitas darat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKi SKPD.

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut'

Gambar 2

Mekanisme Pengukuran Keselarasan:
lntegrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas

Kementeria^,1embega

I tegmsi SiE$oni.asi

Daerah

v
O Output?
O Komponen?

. slrb Komponan?

PRtOnrA5
NASIOiIAL

Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi, dal
Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang da-lam

Perencanaan dan Pengedalian sebagaimana terlampir pada gambar

berikut.

Sincrgi
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Gambar 3

lVlekanisme Penghitungan Keselarasa-i Integrasi dan Sinkronisasi

F{tHi EEmr EErea

@,

@

Eawr-r
E.
E,

-.
.E.E

Dengan adanya bid-ging IKU 2019 <i iancangan IKU 2O2O-2O24 '
proses cascad ing dan mekanisme ke-; a Unit Ke{a di Kementerian

PPN/Bappenas pun berubah menggunalari koridor PN/PP/KP'

Cascading dan mekanisme tersebu i meliputi perencanaan dan

pengendalian yang melibatkan kcordinasi dal peranan tiap

Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yarrg dapat dilihat pada tabel

berikut.

label2
Mekalisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP KP/Bidang dalam Perencanaan

dal Pengendalian

PJ PN 1. Mengukur realisasi
sasaran/ target PN masing-
masing

2. Menyusun laPoran kinerja
PN dengan:
a. Menganalisa realisasi PN

berdasarkan laPoran
realisasi PP (Penjelasan

tentang realisasi PN)

b. MembandingkancaPaian
realisasi dengan caPaian

Erdr

Perencatraan
RKP 2O2O

Pengendalian
RIiP 2019

t2

I

1. Merumuskan sasaran,
indikator dan target PN

2. Menentukan PP

3. Menentukan KP bersama
dengan penanggung jawab

PP

4. Mengendalikan Penanggung
jawab PP di dalam
melaksanakan Proses
integrasi dan sinkronisasi di

level PP

Penanggung
Jawab



Penanggung
Jawlb

Perencanaan
RXP 2020

Pengeailalian
RXP2019

PJ FP

5. Menghitung indeks
perencanaan PN masing-
masing yang berasal dari
penanggung jawab PP

(integrasi, sinkronisasi)
1. Merumuskan sasaran,

indikator dan target PP

bersama penanggung jawab
PN

2. Menentukan KP bersama
penanggung jawab PN

3. Mengendalikan penanggung
jawab KP di dalam
melaksanakan proses
integrasi dan sinkronisasi di
level KP

4. Menghitung indeks
perencanaan PP masing-
masing yang berasal dari
penanggung jawab KP

(integrasi, sinkronisasi)
5. Melaporkan hasil

perhitungan indeks
perencanaan PP kepada
penanggung.iawab PN

1. Menjalankan sasaran,
indikator dan target KP

2. Mengendalikan pelaksanaan
KP di dalam proses integrasi

dan sinkronisasi
3. Menghitung indeks

perencanaan KP masing-
masing (integrasi,
sinkronisasi)

4. Melaporkan hasil
perhitungan indeks
perencanaan KP kePada

penanggung jawab PP

tahun s'belumnYa
c. Memba. ,Jingkan capaian

realisas dengan sasaran
target F.'JMN 2020 -
2024

1. Mengukur r ealisasi
sasaran/ta ;et PP masing-
masing

2. Menyusun i.Doran kinerja PP

dengan:
a. Mengaralisa realisasi PP

berdasa--kan laPoran
realisas KP (penjelasan
tentang :ealisasi PP)

b. Memba. dingkan capaian
rea-1isas. dengan caPaian
tahun s:belumnya

c. Memba:-dingkan caPaian
realisas' dengan sasaran
target F-'JMN 2020 -
2024

2. Menyampai<an laporan
kinerja PP <e;.ada
penanggug;au'ab PN

1. Menyusun iaporan kinerja
KP dengan.
a. Mengar-:1isa realisasi KP

(penjelasan tentang
realisasi KP)

b. Memba-:dingkan caPaian
realisae dengan caPaian
tahun s€belumnya

c. Memba--dingkan caPaian
realisasi dengan sasaran
target RPJMN 2020 -
2024

2. Menyampaikan laPoran
kinerja KP kepada PJ PP

PJ KP

13

2. Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan

1agi, dan al<an menj adi output di tingkat unit kerja'

3. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (7o) rekomendasi pemantauan,

evaluasi, dal pengendatian rencana pembanguflan nasional yang

ditindaklanjuti K/L diubah menjadi kine{a pembangunan nasional



4

yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator
ini akal memtrerikal ha sil evaluasi atas pencapaiaa Kementerian

PPN/Bappenas dalam m:ngawa,l pelaksanaan kinerja RKP 2018/

tahun berjalal (T) denga:: proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi

melalui beberapa kegia'rn seperti rapat koordinasi, kunjungan

lapangal, bilateral meet q, dan pengisian aplikasi e-Moneu sebagai

amarrat da-1am PP Non:cr 39 Tahun 2OO6 tentalg Tata Cara

Pengendaliar dan Evah, tsi Pelaksalaan Rencana Pembangunal'
Melalui kegiatan terse;)ut, Kementerial PPN/Bappenas akan

melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian

sasaran/indik ator ltarget vang telah ditetapkan dalam RKP tahun

be{alan. Kementerian PPN/Bappenas tidak halya melakukan

pengendalian tersebut kepada K/L mittatya saja, namun menyeluruh

kepada K/L pelaksana lai:- menggunakan koridor PN'

Tingkat kualitas tat- kelola pemerintahan Kementerian

PPN/Bappenas akan diulah ke da-1am 2 kelompok sasaran program

darr diterjemahkan menj aii 6 IKU (3.1-3.2; 4.1-4.4) darr dimaksudkan

dalam pencapaian layanan dukungal kepada KIL/D yang

berkualitas, serta layanar- dukungan internal dall pelaksanaan tugas

teknis lainnya yalg berktalitas' Sebagian besar rancalgan IKU ini
berfokus pada indeks d.:-i nilai kine{a yang akan dievaluasi oieh

Kementerial keuangan (|'iia.r Kinerj a Anggalal), KemenPAN dan RB

(Nilai Kinerj a RB) dan BPI': itlpini BPK).

Kamus Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya bidging IKU l0l9 ke da-lam rancangan lKU 2O2O-2O24 '
maka terdapat perbedaan dan penajamal dalam mekanisme perhitungan,

pengukuran serta pendekatarr yang menggunakan koridor PN/PP/KP'

Berikut adalah kamus indikarcr meliputi formula dan de{inisi operasional

dalam pengukural capaian kinerja pada Tahun 2019 yang secara

substantif telah disesuaikan n-.eng,{unakan koridor PN/PP/ KP tersebut'

Capaian Indeks Perencarraan RKP 202O

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan

Pembangunal Nasional dalam rangka pencapaian sasarar stategis

"Terwujudnya perencanaan dal pelaksanaan pembangunan nasional

yang berkualitas". Dalam perhitungan capaian ini menggunakaa

pengukura-n dari Indeks Perencaaaal Pembangunan Nasional yang

diukur dari 3 (tiga) hal Yaitu:

a. Integrasi;
b. Sinkronisasi; dan

c. Sinergitas.

J.J

I
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2 Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 20 19

Perhitunga:r capaian kineda peiaksanaan RKP 2019 rni juga

dilakukan dengan pendekatal alalisa indikator "Prosentase (%)

rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana

pembangui an nasional yang ditindal<lanjuti K/L". Kamus Lndikator

(Formula can definisi Operasional) dapat dilihat pada Lampiran 2
yang merupa-kan bagial tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

Rancanga:i Peraturan Presiden RKP 2020

Capaian in jikator ini diukur da-ri tersusunnya dokumen pei:ncanaan
pemerinta.h jangka pendek (Rencana Kerj a Pemerintah / RI' P) Tahun

2O2O yang memuat prioritas pembangunan nasional, r:rncangan

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambararr perekonomian

secara me.yeluruh termasuk arah kebijakan frskal, serta program

kementerian/1embaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahal
dalam ber: ruk kerangka regulasi dan pendanaan yant bersifat

indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan -{nggaran

Pendapatar dan Belanja Negara (APBN).

Tingkat {ualitas Tata Kelola Pemerintahan Ke:nenterian

PPN/ Bappeeas

Capaian ir.dikator ini berasal dari 3 (tiga) indika:or yang

dilaksanak=.i:- l,aitu :

a. Nilai Er:aluasi Reformasi Birokrasi;
b. Opini aias Laporan Keuangan; dan

c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kine{a Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oieh pihak

eksterna-l dan berlaku secara nasional, ukuran a dan c dmilai oleh

Kementerian Pendayagunaaa Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3

4
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BAB IV

PENYUSUNAN LAPCRAN KINERJA

4.1. Pengertian Laporaa Kinerj a

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksalaan tugas

dal fungsi yalg dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpent-eg yang diperlukan dalam peny'usunaa

laporan kinerja adalah penguiiuran kinerja dal evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secarl memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerj a.

4.2. T\rjuaa Laporal Kinerja

Adapun tujuaa penyusunan lapora-.,r kinerja adalah:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seh;msnya dicapai; dan

2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/

Bappenas.

4.3 Persyaratan Penyusunan Laporan ij-nerja

Agar Laporan Kinerja dapat terv';-iud dengan baik, harus dipenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1. berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya ylrig konsisten dengan asas-asas umum

penyelenggaraan negara.

2. komitmen dari pimpinaa dan seluruh staf instansi yang bersangkutan'

3. menunjukkan tingkat pencapaial sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkafl.

4. berorientasi pada pencapaial ,'isi dan misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh.

5. jujur, obyektif, transparan, dan akurat'

6. menyajikan keberhasilan dan kegagalarr dalam pencapaian sasaran

dan tujuan yang telah ditetaPkan.

4.4. Ketentuan PenlTrsunan dan Penyarnpaian Laporan Kinerj a

1. Laporan Kineq'a Kementeriaa PPN/Bappenas

a. Laporal Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan

PK yang ditandatangani paling larnbat 2 (dua) bulan setelah tahun

pelaksanaan anggararr berakhir;

b. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

t6



Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian

PPN/ Bappenas;

c Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf
b disampaikan da-1am bentuk hardcopg dan scftcopg paling lambat

akhir bulan Februari tahun berja-lan.

2. t-aporan Kinerja UKE I Kementerial PPN/Bappenas

a Peny'usunan Laporan Kinerja UKE I Kementcrian PPN/Bappenas

dila-ksanakaa paling lambat 45 (empat puluh lirira) hari kalender

setela-h tahun pelalsanaan anggaran berakhir

b. Laporan Kinerja UKE I Kementeriaa PPN/Bappenas disampaikan
kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas mela.r:i Biro Perencanaarr,

Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat L'tama, paling lambat

minggu kedua bulan Februari tahun berj alan, dalam bentuk
soficopg hasil pemindaian dokumen hardcopg.

c Dokumen hardcopg Laporan Kinerja sebagaiaana dimaksud pada

huruf b disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan

Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen

PPN/ Settarna Bappenas jika diperlukari.

3. Laporarr Kinerj a UKE II Kementerian PPN/Bappenas

a. Fen5rusunan Laporan Kinerja UKE II Kementeian PPN/Bappenas

dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh li'na) hari kalender

setelah tahun pelalsanaan anggaran berakhir

b. Laporan Kine{a UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan

kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas mela-lui Biro Perencanaan,

Organisasi darr Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paiing lambat

minggu kedua bulan Februari tahun berjalaa.

c- Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan

dalam bentuk hardcopy, dan softcopg hasil pemindaian dokumen

hard.copg kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas setelah

dilakukan kompilasi oleh Biro Perencalaan, Organisasi dan

Tatalaksana.

d. Dokumen Lnrdcopg Laporal Kine{a sebagaimana dimaksud pada

huruf d disimpan oieh Biro Perencanaan, Organisasi dan

Tatala-ksala sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen

PPN/ Sestama Bappenas jika diperlukan.

t7



4.5. Mekalisme Peny'usunan Laporan Kinerja

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan nota

dinas kepada Pej abat Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerj a Eselon iI
untuk men]rusun i.aporal Kinerj a.

2.PejabatUnitKerjaEselonlmenugaskanPejabatUnitKerjaEselor.il
yang ditunjuk selagai PIC untuk menJ rsun Laporan Kinerja U rit
Kerja Eselon I. Pejabat Unit Kerj a Eselon II menli/Llsun Laporan Kine{a

Unit Kerja Eselon ll

3. Pej abat Unit KeIa Eselon I dan Pejabat Unit Kerja Eselon II

menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerj a Eselon I dal Unit Kerja

Eselon II kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappelas

dengaa tembusan kepada Biro Perencanaan, Orgalisasi dan Tata

Lal<sana.

4. Sekretaris Kementcrian PPN/Sestama Bappenas menugaskan Kepala

Biro Perencanaan. Organisasi, dal Tata Laksana untuk menyusun

Laporan Kine{a K:'iaen terian PPN/Bappenas'

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menJruern

Laporan Kinerj a Kcmenterial PPN/Bappenas'

6. Kepala Biro P"rencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

menyampaikan LaPoran Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada

Sekretaris Kementg-j.an PPN/ Sestama Bappenas'

7 . Sekretaris Kemerterian PPN/ Sestama Bappenas menyampaikan

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Inspekr'rr

Utama.

8.InspekturUtamaaelakukanreviuatasLaporanKine{aKementenarr
PPN/Bappenas, Can hasil reviu disampaikan kepada Sekretais

Kementerian PPN/ Sestama Bappenas'

g. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan hasil

reviu Laporan Kinaja Kementerian PPN/Bappenas kepada Kepala Eiro

Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana'

10, Kepala Biro Perencanaal, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan

perbaikandanfrnalisasilaporarrkineq.aKementeriaaPPN/Bappenas
sesuai dengan hasil reviu dari Inspektorat'

11. Kepala Biro Perencanaaa, Organisasi, dan Tata Laksana

menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang

telahdifrnalisasikepadaSekretarisKementerianPPN/Sestama
Bappenas.

12. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikal

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri untuk

ditafldatangani.

18



4.6.

13. Sekretaris Kementerial PPN/Sestama Bappenas menyampaikan
Laporan Kinerja Kementerial PPN/Bappenas yang telah

ditancantangarri Menteri kepada Menteri Pendayagunaal Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mekanisrn: pen)'usunan Laporan Kinerj a Kementerian FPN/Bappenas

digambarlan berupa alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang

merupalan satu kesatuan dal bagiarr yang tidak terpisahkal dari
Pedoman:ri.

Pengumpuran Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan
dan diralgkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan

indikator kinerja yafig digunakan, frekuensi pengu mpulan data,

penanggurg jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Tabel 3.

Sumber data utama dalam penulisan Laporan Kinerja 2O 19

Perhitungan- pengukuran keselarasan
Rancangan F?J\{N 2020-2024 dengan RPJPN

2005-2025

a. RPJPN 2OO5-2c2'r
b. Rancangan RP:-MN 2O2O-2O24

2

3

4

Perhitungan, pengukuran keselarasan

Rancangan kenstra 2020-2024 dengan

Rancangan RPJMN 2020-2024
Perhitungan, pengukuran keselarasan RKP

2019-RPJMli 20t5-2019
PerhitunganT pengukuran (integrasi)

keselarasan RKP 20l9-Renja 2019

a. Rancangan RP;MI 2O2O-2O24

b. Rancangan Rer. stra 2O2O-2O2+

a
b

RPJMN 2015-2019
RKP 2019

a. RKP 2019
b. Krisna (RKP zpdate darl Renja

KILI
c. Lampiran C Su:at Bersama

Menkeu-Menteian PPN/ KePala

Bappenas

4.7 . Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kine{a

Datam melakukan alalisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan

Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

Perhitungan,' pengukuran (sinkronisasi)

keselarasan RKP-RKA KIL 2019
a. RKP 2019
b. Satu DJA (RKA KL)

5

Perhitungan/pengukuran hasil pengend a. RKP 2018
b. PEPP Hasil Pemantauan dan

Evaluasi tiap Unit Ke{a
pelaksanaan RKP 2019: capaian sasaran

PN/PP/KP maupun bidang

6 alian

79

No. Indikator Klaerja Data UtaEa

1



1. Releuansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian

kinerj a.

2, Keakuratan, yaitu penyajial Laporaa Krnerja bebas dari kesalahan

perhitungal.
3. Konsistensi, yaitu menyajikan informas 'informasi yarrg konsisten

antara bagian satu dengan bagian lainnya.

4 , Veiftabilitas, yaitu informasi yang d-sajikan dalam LK dapat

diverifrkasi dan ditelusuri dengan data pendukung.

5. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap,

padat, dari ringkas.
6. Bahaso, susunan ka-limat serta struktur 3'ang mudah dimengerti'

7, Tepat u-taktu, yaitu Laporan Kinerj a <lisampaikal tepat waktu

sehingga dapat digunakan untuk bahan p'engambil keputusan'

Format dan Isi Laporan Kine{a

Laporal Kine{a menyajikan uraial kinerj a pencapaial sasaral dal
tujuan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Ktrja Eselon I dan II' Agar

laporan kinerj a dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa

mengabaikan keunikan masing-masing uni: kerja. Dengan demikian

perlu adanya format penJ rsunan Laporan Kine{a yang dapat

menggambarkan hasil kinerja suatu orgalisas: atau unit kerja'

Format pen) lsunan Laporan Kine{a amat per:dng untuk mengurangi

perbedaan isi dan cara penyajian yarlg dimuat dalam Laporan Kinerja,

sehingga mudah membandingkan target dan pencapian atau untuk

meiakukal evaluasi. Ketentual dan format pen)'Llsunan Laporan Kinerja

Tahun 2019 minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2O14 atau

mengikuti Lampiral 3 yang merupakari bagian tidak terpisahkan dari

Pedoman ini.

20
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BAB V

PENUTUP

Ped rman Laporan Kinerja ini disusun da lam rangka perwujudan

perr- anggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dar fungsi, serta pengelolaaa

sumber daya, kebijakan dan program di tingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

Ped:man Penyr:sunan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acl.tar,, strategic control

s-qs'em sekaligu s management control sAstem yar,q- akal menjadi instrument

per:anggungjawaban kepada publik.

Diharapkan dengan adanya pedoman penyusun,rn Laporan Kinerja ini, yang

distrsun oleh masing-masing Unit Kerja Kementena-n PPN/Bappenas menjadi

sama dan seragam baik susunan maupun forma.nya, serta akan lebih baik

kinrrjanya di masa yang akan datang.

2T



LAMPIRAN 1

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJiAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA



Format 1

p
lbmente an PPN/

Eappenas

PERJANJIAN KINERJA TAI-UN 2OXX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada rasil, yang bertanda tangan di

bawah ini:

N ama

Jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharr,snya sesuai lampiran perjanjian

ini. dalam rangka mencapai target kinerja langka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Jakarta. ................. 20XX
Menteri PPrl/Kepala Bappenas,

I

I

I

I



PERJANJIAN Kli{ERJA TAFIUN 20xX

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIoNAL

Sasaran Srategis l(L

lndikator Kinerja

(3)

Program

1. Program Utama Prrencanaan pen:bangunan

2. Program Dukungan Manajemen Kementeriarr
PPN/Bappenas

Anggaran

Rp

Rp...........

Jakarta, 20XX
Menteri PPNlKepala Bappenas,

No. Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)

( . ...... .)



Penjelasan pengisian rerhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor r-, rut
diisi dengan Jasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas ata -t

kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutarr
diisi dengan rndikator kinerja utama dan indikator lajn dari
Kementeriar PPN/Bappenas yang relevarr dengan sasaran
program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4 diisi dengan .arget kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh iiementerian PPN/Bappenas

Program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra

Anggaran tuiiskan jum'ah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Kernenterian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran
yang telah drretapkan

Tanggal tuliskan tanglal PK ditetapkan
tuliskan narna Menteri PPN/Bappenas yang menandatanganiNama

I



Format 2

,
l(ementerian PPN/

Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efextif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Eselon I Kemerterian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Menteri Perenc:naan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuailampiranperjanjianini,dalamrangkamencapaitargetkinerjajangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhacap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menganbil

tindakan yang diperlukan danm rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

Pihak Kedua,

IVenteri PPNi KePala BaPPenas'

.............,......... 20xx
Pihak Pertama

Eselon I

( )



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2()XX
DEPUTI/SESME'.1 PPN/INSPEKTUR UTAMA/STAF AHLI MENTER:

No. Sasaran
StrategisJProgram

lndikator Kinerja Target

(1) {2) (3) (4)

Angga ra n

Rp
1. Kegiatan Direktorat/Biro/PusaVlnspektorat
2. dst

Rp

..,20xx
Pihak Kedua

It/lenteri PPN/Kepaia Bappenas,
Pihak Pertama
Pimpinan UKE I

Kegiatan:

. . .... .) (........... ... . ....)



Penjeiasan pengisian terhadap format di atas adaiah sebagai berikut:

Kolom 1 | diisi nomor urut

Kolom 2

Kolom 3

diisi dengan sasaran strategis / progamEselon I Kementerian
PPN/ Bappenas atau kondisi yang seharusn,v.'a terwujud pada
tahun yang bersangkutan

diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yang re.levar dengan
sasa-ran prograrn atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akarr dicapai ltau seharusnya
dicapai oleh Eselon I I(ementerian PPN/Bappenas

Kegiatan tuliskan Program Eselon I Kementerian PPNIBappenas sesuai
Renstra

Anggaral ' : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuaj dengarr
anggaran yang telah ditetapkan

Tanggal tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama , : I tuliskan nama Eselon I Bappenas yang menacdatangani

i:

I

I

l
l



Format 3

,
lknenterian PoN/

Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

Dalam rangka mewujudkan manaje,-nen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi cada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Eselon ll Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan Eselon I Kemenlerian PPN/Bapoenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super,isi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.......,20xx
Pihak Kedua

Atasan Pimpinan UKE,

Pihak Pertama
Pimpinan UKE ll,

(( . ......... ................)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Sasaran Strategis/Program :

Kegiatar.

Pihak Kedua

Atasan Pimpinan UKE,

Anggaran

Rp

Rp

............., 20xx
Pihak Pertama

Pimpinan UKE ll.

1........

(

No. lndikator
Kinerja

Target

1)

Sasaran Kegiatan

(2) (3)

lndikator K inerja Sasaran Strategis

1

2

1

lndikator K:nerja Sasaran Strategis:

2.

(.......... ........... ......)

(1)



Penjelasan pengisian terhadap icrmat di atas ada.lah sebagai berikut

Kolom 1

diisi dengan lndikator Kinerja sasaran strategis
Direktorat/ ciro / Inspektorat yang menandatangani atau
kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkuta.n

diisi nomor -rru t

Kolom 2

diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari Direkto:at/ Biro / Inspektorat yang menandatangani
yang relevar, dengan sasaran program atau kondisi yang

ingin diwujudkan

Kolom 3

Kolom 4

Kegiatan

diisi denga:: target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Direktorat/ Biro/ Inspektorat yang

menarrdata:rgani

tuliskan KeE-iatan Direktorat/ Biro/ Inspektorat yang

menandatangani sesuai dengan Renstra

melaksanakan Kegiatan Direktorat/ Biro / Inspektorat yang

menandatat gani sesuai dengan anggaran yang telah

tuliskan jur:lah anggaran yang tersedia untuk

ditetapkart

Anggaran

tuliskan tar -;iai PK ditetaPkanTanggal

tuliskan nama Direktorat/ Biro / lnspektorat yang

menandatangani
Nama



Format 5

?
llenr,enterian PPN/

Eappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
iransparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
5awah lni:

Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dekcnsentrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Nama
..rabatan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama tsappenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

.;awab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sesmen PPN/Sestama Bappenas,

............., 20xx
Pihak Pertama

KPA Satker Dekonsentrasi,

(.............................)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PROVINSI ....

Baik

Kegiatan Anggaran

1. Perencanaan Pembangunan Nasional lintas

bidang

Rp

Pihak Kedua

Sesmen PPN/Sestama BaPPenas,

........ ....,2oxx
Pihak Pertama

KPA Satker Dekonsentrasi

( )

No. lndikator Kinerja Target

(1) (2)

Terlaksananya
koordinasi
perncanaan
pembangunan

nasional lintas
bidang di daerah

(3) (4)

1
'I . % Keselasarasan kegiatan

Dekonsentrasi Daerah
dengan sasara n dan ruang
lingkup kegiatan
Dekonsentrasi 201 9 sesuai
rencana

'100

2. Keselarasan muatan RKPD
Provinsi dengan RKP yang
diukur dalam Penghargaan
Daerah

3. Ketepatan waktu pelaporan
keuangan, barang milik
negara dan manajerial

BAiK

:

I

Sasaran Kegiatan



Penjelasan pengisian terhadap format d atas adalah sebagai berikut :

Kolom I diisi nomor urut
Kolom 2 diisi dengan sasa-ran keglatan Satker Dekonsentrasi yang

menandatangani atau kt-,ndisi yang seharusnya terwujud
pada tahun yang bersangkutan

diisi dengan indikator krrerja dari Satker Dekonsentra
menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau

kondisi yang ingin diwu.ju dkan

si yangKolom 3

diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Satker Dekonsentrasi yang

menandatangali

Kolom 4

tuliskan kegiatal Satker Dekonsentrasi yang menan

sesuai dengan Renstra
datanganiKegiatan

tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk me

kegiatan Sakter Dekosentrasi yang menandatangani sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan

laksanakanAnggaran

tuliskan tanggal PK diteraPkanTanggal

tuliskan nama KPA Satlier Dekonsen trasi yang

menandatangani
Nama

I



Format 6

,
lGmenterian PPI'!/

Bappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transpaian dan akuntabel serta berorientasi pada hasll, yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama

Jabatax Kuasa Pengguna Anggaran KNKS/ICCTF/tUCC

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaL.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target

kinerja .langka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari per.ianjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Menteri PPN/Kepala Bappenas,

.........., ......... 20xx
Pihak Pertama

KPfuUKE I

( )



PERJAI\JIAN KINERJA TAHUN 2OXX

PIMPINAN UKE I/KPA KNKS/ICCTF/ MCC

No. lnd ikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4\

Sasaran
Strategis/Prog ram

Kegiatan: Anggaran

1. Kegiatan DirektoraUBiro/PusaVlnspektorat Rp
Rp

2OXX

Pihak Kedua

Menteri P PN/Kepala Bapo-enas,

Pihak Pertama
Pimpinan UKE I/KPA
KNKS/ICCTF/MCC

( ) ( )

I



Penjelasan pengisian terhadap lampiran dl atas adalah sebagai berikut:

tuliskal nama Menteri PPN/Bappenas yang men:rndatangani

Kolom 1

Kolom 2

diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran
program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 3

Kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atar seharusnya

dicapai oleh I(ementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/ Bappenas sesuai dengar Renstra

tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

I

I

I

program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan

tuliskan tanggal PK ditetapkan

Program

Anggaran

Tanggal

Nama

I

I

I atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tah -rn yarlg
Kementerian PPN/ Bappenas

diisi nomor urut

diisi dengan sasaran strategis



Format 7

Nama :

Jabaian :

,
lGmenterian PPN/

Eappenas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, .vang bertanda tangan di

bawah ini:

Direktur Utama (KNKS, ICCTF)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Kuasa Pengguna Anggaran Satker (KNKS, ICCTF)
Nama
Jabann

Selaku atasan pihak pertama, selan.iutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

Pihak Kedua

KPA SAtker (KNKS, ICCTF)

............., 20xx
Pihak Pertama

Direktur (KNKS, ICCTF),

( )



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OXX

SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KNKS, iCCTF....

Sasaran Strategis:

No. Sasaran Kegiatan lndikator
Kinerja

Target

(1) (2\ (3) (4)

I
2

Kegiatan Anggaran

1

2

Pihak Kedua

KPA SAtker (KNKS, ICCTF)

............., 20xx
Pihak Pertama

Direktur (KNKS, ICCTF),

( ) ( )

I

Rp,

Rp.

I



Penjelasan pengisian terhadap format di atas ada_lah sebagai berikut:

Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2

Kolom 3

sasaran strategis Satker (KNKS, ICCTF) yang
menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada
tahun yang bersangkutan

ator kine!a "rtama dan indikator lain dari
Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani yang relevan dengan
sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan

diisi dengan

diisi dengan indik

Kolom 4

Prog ram

target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh Satker (KNKS, ICCTF) yarrg menandatangani

Program Satker (KNhS, ICCTF) yang menandatangani

diisi dengan

tuliskan
sesuai dengan Renstra

Anggaran jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan
program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai
dengan anggaran yang telah drretapkan

tuliskan

Tanggal tuliskan tanggal PK ditetapka::

Nama tuliskan nama KPA Satker (Kn*(S, ICCTF) yang menandatangani



LAMPIRAN II
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG
PENYUSUNAN PERJAN.]IAN KINERJA DAN LAPORAN

KINERJA

KAMUS INDIKATOR KINERJA



lampiran ll.L

ualilas kajian drhhi darikr[eria:
menggunakan dda terkini (updale) sesuaiperiode data
memenuhi kaida: penutisan ilmiah
kemanfaatan kat.n bagi stakeholder

a itas k nia us ua) pe nan RKv k idb na a beng p as hifat9ny tikolis and teri te la si alards ioritaspbem a u na nalng

fin is i

orm!la:

uan udrk me elahuikuatrtas 1an ng dihasilkan unit ke

krte
ian d be-kkalakanaj "Baiualrtas k" ilaab s e ruhluap nakrite d lealas uhrtpe

ika le uhinrpe 3 na maka rsete tulbkallan ukmas orl berk ualkateg rlas "clr baik"kup
ujuan IKU

KUani be

luruh unit kerja ya€ memiliki kajian

ajran

lSasaran Strategls .

lndikator Xineria Uhma (,XU)

DeskripsltKU

Satuan Pengukuran

PongumpulData

eo is Pqfhitungan Data
P,eriodoPelaporaI

argel

umbdr Data

n pembangunan nasional yang berkualilas . sinergis. dan kredibel

(pengukur,l dilakukan pada bulan Desember2Ol 9)

aik

Lampiran ll.2a

Liannasionalaencaoaan berkualitas srne rs dan kredibel
mkeselarasan uata RKP c en RPn lJ IN in ku abid

1;(%keselarasanmLdanRKPyarEdenganRPJMNlirEkupbidangnya)adalahhasalrata-ratadarikeselaasan
semua pp drbawah Fnorras Nasionat(pN) 1 pembanginan tr4anuii"'oln F"nj",irrr"n x"ri"tin"n
Jumlah.semua Kp dta\,yah pp yang diampu (pp 1.1 periindungan Sosiald"n iaiu'X"fot" Xup"nO*"erny2 yailu 6 KP
Mualan RKP dan RpJMN d ikatakan sGtaras (mencapai target 1OO%) dengan kilerja sebagai berikt3 A Ketika nitai rata{.ta dari perhitungan agregal seturuh Kidibawahii, ,i"rifiii 

"lri 
manimum 909t(maksimal loleratsi deviasi 1O%).

B. Secara garis besardan subslansi, seluruh capaian Kp (dibawah pp yang diampu) telah mendukrigatas ledaksana can kelercapaian pF

finlsi:

ormulal

2!1120191

x l:Jumlahmualan RKP (s yang diampu) yang se.a.. suosranst sesr::iteor,an

! sasa.an KP yang d.mpu

keselarasan mualan RKP

y g diamArl yang sec{s sutrsra.lsi sesuari€ter.€n
k€seleasm mlalan RKP

KU ini bertujuan untuk mengukur srnkonisasi dan konsistensi perencanaan pembangunannasional anlar wakl.l
dan lima

ujuan lKu:

sekloralPJ PPt

RPJMN dan RKP

00'/o

Desl IIKU
lndikatbr l(Jngrja Utama (tKU)
$asatan S[abjh-

Satu.an PCngukural.l
Pengumpuloatr , ..

SumbgrData
J6nis Perhitunsan Dala
PorlodoPslaporan '
at et



Lampiran il"2b

Lampiran ll.2c

rencaoaan

keselarasan mu atan RKP den
efinisi

unan nasional berkralilas ,s s dan kredibel
an RPJ INti ku bidan

r i {o/o keselarasan muatan RKp vam .,eng6n RpJMN trngkup bdarEnya) adarah hastt rala-rata dar keselarasansemua Pp droawah pr.oltas 
'..js,nirr ,prut r e".O"ngJnun irlind,",o-!i-e-""ng.n?.rn x",,utinun

,;:fl"Ji;'*^,oroawanPPvangorampuleei,d",,,*,ner""s"*"i"JYIii'*","n*"penc,udukan)
Muatan RKp dan RpJ MN d ikatakan setaraslmencapai la_rget 1OO%) derEan kmena sebagai berikut:3 A Ketrka tutar rata.rata daft oerhituno

t."x"ir.r rol"Li"io]""u,r!i,'o"li"un 
ug,"gr,"eluruh KP drbawahnya rlltrnrlkinilai mini;um got

I Secara garis besardan substan;i,
atas terlaksana dan ker"r""oui"n #'"h ""Paian 

KP (dibawah PP yar! diampu) telah mendukung penuh

ke sektoralPJ PP
kurnen RPJMNdan RKP

3ta-rala
ziunan

ormula:

nsistensiperencanaan pemoangunan nasional anlar \ raklu

x 100%di6awah PP yino diamo_

x I : keserarasan mualannKP I Pnonraslyang sesr dei!6n Rp JIVN l..gkup

i(Uini bertujuan untuk mengukur sinkaonisasi dan ko
dan lima lahuna

ujuan IKU

resetarasan mualan RKp

ts dan k.edibel
Pereicalaa n m ab unan nas ional berkualilas stne

lak6e mrasan ua nLA PRK de a PR t\4J tiN n ku bid

1i{%kesetarasanmu_atanRKpyangdenganRp_JMNlingkupbidangnya)adalaht-asrtrata,ratadari 
kesela.asansemua Kp drbawah program proriras (pi) r.t peainouigan SoiiaiJlii"ir- i"u'r, rup"narorirn

, i#"J,IF"" ^" 
oibawah PP vans diampu (PP 1 . t Perindunsan s*irr J"" i"lx"6r, rufenauorruny

efinisi:

,rr! lngtup M€rEnr?)I vans
dDtuah PN yana diahD!

x 1! keselarasan mualan RKP

ormulai

l(e!@rasan m€lan Rl(p

konsistensi pere ncanaan pembangunan nasional anlar liraklu
KU be rl uan unlukul ukur sinkronts as danfieng

d na lima

ujuan IKU

sektoralPJ PNke
kumDo ne PR IVNJ ad Rn KP

ata-rata
ahunan

1000/a

I

ltuatan RKP dan RPJI4N dikalakan solaras (mencapaltargst i OO%) dengan knteria sebagaj berikul: I

' ^ ffj13'*1'[11J*i"9"1'":ilT[f""'n'"narseruruhPcdibawah;F;"-;d[##'"iHifi; It 
:;:1!x:il:*T:;0f"1#nfl:'rT"t capaian PP (dDawah PN vans dshpu) rerah menout,no nenunl

x roo9r I



erencanaan pemba ngunan nasional yang berkualitas sinergis, dan kredibel

Untuk Pen-8gung
Jawab (PJ)

Prioritas

1Alak

rencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, s.Ergrs, dan kredibel

Untuk PenfrttunS
Jawab (P.,) Sidang

Lampiran ll.3a

tan adalah outpur K/Ldatam RKp (Dpp/Lampiran C ) yang diterjemahkan dalam Renla K/L

Definisi

selke rasaa mn atau n KIL d nRenja PRK lin u dbi aenga n a9k p gny

Jumlah outpul K/L dat -r R K p (Dpp/Lamp iran C) yang selaras
datam Renja K/L

Jumlah outpul K/L datam RKp (Dpp,4-ampiran C)

konsstens j perencanaan pembangunan nasional tahunan

X 1l0o/o

x 1000/0oya

Jumlah output datam RKp yang sesuaiRenja K/L dalam bidangnya
Jumlah outpul Calam RKPsesuaibidang

UK n be uan muntuk ertuj sukur rnkronisas andng
ntar rintahme aod KIL

s K') tary 0a lalerjemahkan K/L dRenja rangga p
K/L Sasara KPkeselarasan

rm ula

ujuan IKU

% kesetarasan
muatan Re6ja K/L

dengan RKP trngkup
bidangnya luntult xP)

mualan Renja K/L
dengan RKP tingkup

bidangnya

keia sektoral memilikimitra ke 4a K/L

a K/Leokum Rn KP PDaftar Pk rio ritas/D P lLam rran c dan

(penguku.an drlakukan pada trMutan 2)a hunan

ahran Pongllk ran

PengumpulOala
SumberDab

b Perhltlgan Oata

Perlode Pe,apran

Targsi

PriE{as

Untuk Penanltung
Jawab (Ptl

Lampiran ll.3b

selake nrasa uatam n Re KIL ed n RKan Pnja k bidag ang up ngny

adalah output K/L datam RKp (Dpp/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L

tst

t ( % keselarasan mudan Renja K/L dengan RKp lingkup

') calabn sasaran d6tam KP ya.g drteo€rnahkan datam Rerp Kit orarBgap 1

apaD,la semua kegraLrn da6m Re.ta K./L rebran datam sasaran Kp

ormula

x 100%Jumlah KP caawah PP yang drampu

% keselarasan
muatan RenJa K/L

dengan RKP lingkup
bidangnya lunlur PPI

KU ini bertujuan unluk mengukur sinkronisasidan konststensi perencanaan pembaogunan nasional tahunan
lat f enas dan K/Ls menntah B

ujuan IKL)

it ke sektoral memilikimilra ke KIL
Daflar P Prioritas/DPP/L iranC a K/Ln RKP dan R

(pengukuran dilakukan pada kiwulan 2)

1000/a

SaEaraR.Str{5tisF;
hdllatorxlnsja Uoama (tKU,
Deslripei IKU

l9aoanPeogulturair r':
PengumpulData l

SumberDala
Jsnis Perhitung6n Data

Periodo Pelaporan

arget



Untuk Penanggung
.Jawab (PJ)

Prioritas Nasional

Lampiran ll.3c

adaiah output K/L dalam RKp (Dpp/Lampiran C) yang dite0emahkan dalam Renja l(L

i ( % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKp tingkup

Jumtah pp dibawah pN yang diampLl

') c€la, tan Sasaranoatam Kp yang drte4emaht3n daBm Reqa K^ Jranegap 1
apaDrE se.nua kegratan dalam Reqa K& retevan datam sesaran KD

efinisi

ormula

x 100%

ngnyaekes Ia aas an ata(.1 n Re KIL ed na RKPnia n ks idabs p

% kese€rasao
muatan RenJa K/L

denoan RKP lingkup
bidangnya 'u.tuk PN)

inkronlsasi dan konsistensiperencanaan pembangl'lran nasional tahunan
dan K/L).

KU ini bertquan lrnluk mengukur s
sipemerintah a

ujuan IKU

a K/L
ia KtL

P GnC dan R

ektoral yang memitiki mitra keUnit ke AS
men R(P k Prioritas/DPP/Lam

rencanaan pembaogunan nasional yang berkualitas, sine rg is, dan kredlbel

la-tala

hunan (pe.gukuran dilakukan pada triwulan 2)

140%

renca,1a€n pembangunan nasional yang berkualatas. sanergrs, dan k,edibel
kesebr]san muatan RJ(A K/L denga,t RKP lingkup bidangnya
fin isi

Muatan dalah sasaran KP 1.r.,l (SlstemJaminan SosialNasiollai) yang oiteriema,{€n dan
rang a.ran dalam RKA l(/L
o rmu Ia

Untuk PenanEBung
Jawab (PJ)

iltan Prior;tas

Untuk Penanggung
Jawab (PJ) Bidang

70 keseErasan
muatan RKA K/L
dengan Bdang
RKP (',duk KP) Jumlah sasaran KP dalam RKp

Jumlah sasaran KP 1 .1.1 yang diterleorahkan dan dianggarkan
datam RKAK/L

% keselarasan
mualan RKA l(/L

Jumiah sasaran bid ang yang d ilerjemahkan dan diangg€*an
dalanr RKA l<./t.

dengan Eadang
RKP HnIUK

bid&g)

x 100%
Jumlah sasaran bidang dalam RKp

ujuan IXU:

KU inr

huna
bedujuan untuk mengukur siikronisasi dan konsrslensr perencanaan pembanqunan nasional
n anlar fungsr pemerrntah (Bappenas dan K/L)

nit keqa Sektoral PJ KP, Unit Kena sektorat pJ Bid an9

Dokumen RKP dan RKA K/L

la-tala

ahurran (

Lampiran ll.4a

10oo/"

r,gukuran-drlak.tka'n pada triwulan 4)





rencanaan pembangunan nastonal yang berkualitas, sinergls, dan kredibel

Lampiran ll.4b

n ad alah sasarao PP 1 .1 (Perlindungan Sosial dan Tata Ketola Kependud ukan) yang
mahkan dan dianggarkan dalam RKA l(L.

x 1000/0Jumlah KP di bawah PPyang diampu
[Kegiatan Prioirtasl)

l\luala
rte

f ( % keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP

kesela rasan muatan RKA K/L dengan RKp lingkup bida ngnya

Oetin isi

Prioritas

ormula:

Untuk Penanggunt
lawab (PJ)

% keselarasan
muatan RKA IJL
dengan Bidang
RKP (UntuK PP)

enuruan unluk mengukur sinkronisasi dan konsistenst perencanaan pembangunan nasional
antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).

KU rni b
hunan

ujuan IKU:

Ljnil kerla SektoralPJ KP

kumen RKPdan RKA K/L

ukuran dilakukan ada tnwulan 4ahunan

ata-rata

a0yo

asaranSbabgrs

lndikaaor Kine.ia Utama fl(U)
D€lr,psi IKU

Lampiran ll.4c

rencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, 6ar kJedibel

keselarasan muatan RKA l(IL dengan RKP lingkup bidang*rya

etinisi:

Untul Penan8tung
Jawab (PJ)

Prio.itas Nasional

o/o keselarasan
muatan RKA ruL

>dengan Bidang
RKP (UntuK PN)

f ( % keselarasan muatan RKA Ka dengan Bidang RKP

IProgram Priontasl)
x 103%Jumlah PP di bawah PN rang diampu

Formula:

Tuiuan IKU:

IKU ini benujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensipe-rncanaan pembangunan nasional
tahunan anlar fungsi pemerintah (Bappenasdan K/L).

Unit kerja SektoralPJ KP

Dokumen RKP dan RKA l(L

Rata-rata

Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)

100%

IrdikatorKine &'9-$rcIlIID
DeskripsilKU

saran Sbategis

atuan Pongukula,l

lPengumputData

lSumb6r 
Data

Jenis Perhitungan Data

PeriodePelaporan

Targel

I
I

I

l\4uatan adalah sasaran PP '1 .1 (Perlindungan Sosialdan Tata Kelola Kependudukan) yang
Citerjemahkan dan dianggarkan dalam RKA l(L



Lampiran ll.5
erencanaan pembaBUnan nasionat yang berkualitas, sine

Informasihasil pema-tauan/evatuasi adatah laporan hasjt pemantauarrevaluasi atas

J umlah informasr hasil pemantauan/evaluasi

x 100%Jumlah rencana kegiatan pemantauan/evaluasi

em unan sesua bd dalam 1 tahun, termasuk L id. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN

rg is, dan kredibel
teKe ediars an n masi ash a nta uan a uas atas lape ks leana an can na bampe npe ng

n k tr b da as p ngny

pelaksanar rcncana

ormula

Detinisi

atas pelaksanaan
rencana

pembangunan
lingkup bidangnya

of Ketersediaan
inlormasihasil

mantauarv evaluas

UK nr be Uuan nt me lahu kal sle aaartuj rano m na uarrllange ting p o evaluatan s Lratse5enye ap pe ap
id

ujLran IKU

raldan PEPP (pemanlauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuaike4a sekto
rda n lermasuk rnonlas nasional

Tahunan (pe ukurai irlakukan ada bulan Desember20l 9)

oran pemantauan laporan evaluasi

kumulasi

100

Lampiran ll.5
w![ilrrEr| P" rencanaan pembangunan nasrcnai fang berkualilas, sinergis, dan kredjbeI

rekomendasipemantauan, ey.luasi, dan pengendalian lingkup bidangnya yang d itindaklanjutioleh K/L/O

Oelrnisi

ekomendasimerupakan hasil capaian pelaksanaan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap
aksanaan RKP2019,yang han6 ditindaklanjuti oleh t(UD padatahun 2019.
komendasidaanggap ditindaklrrrna jika IVL/D Ielah melakukan rekomerdasilersebul. Keberhasilar/kegagalan dai
laksanaan rekomendasilsb lidr( menjadibagian yang diuku. dalam indikator ini.

Formula:
Capaian sasarary'largeuindikalor (P|,UPP|KPyang diampu) setelah

pelaksanaan
x 10070

Ta.gevsasaran dalam Pl,l/PP[(P yang diampu

Realisasi capaian
sasaaanlargel {o.t t udeo) Capaian sasararrtaraeUindikator bidanq selelah Delaksanaan

X 1000/6Targeysasaran dalam bidang yang diampu

Tujuan IKU:
IKU ini bertuiuan untuk merEetahu konsislensipelaksanaan pembarEunan nasional dalam mencapai sasararvtarget

rnEEitrttTtrtaiEyo

@:ll kerja sektoraldan PEPP (pemanlauan, evaluasi, dan pengenda,ian terhadap capaian sesualbidarE tl4asnya
asuk priorilas nasional)

Pemantauan & Pengerdalian, Laporan Evaluasi, Dokumen perencanaan penganggaran &L, Laporan K/L, dan
lainnya, LaporanCapaian PIVPP/KP dari Kedeputian PEPP, dan analisis capaianda.itiap KP/PP/PNyang

dan pembangunah bidang
iElilFl:Itllntiffd;;T Rata-rala
tt lilllEEEFfJlPlilTahunan (pengukuran ditakukan pada butan Desember 2ol S)

il1oo%(SelUrUhrekomendasiditindakla]ullolehK,iL/D)

Untuk Penanggung
lawab {PJ)Bidan8

J untut penanggrne I I

I Jawab (pr) l----------, I RealEasr capaEn
I hgiatan Priorllas I lsasaraMarget t.n,.r etnenel



Lampiran ll.7
Perencanaan pembangunan nasional ng berkLralilas, sinergis, dan kredibel

% K/L/D yang melaksanakan penugasan linghJp bidangnya sesuaadengan rencana

unit ke4a yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasjonal sesual bldangnya.

Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi

Akumulasi

Tahunan (pengukuran dilakukan padabulan Desenber2019)
100

Definisi:

Penugasan (tertentu/khusus) adalah segala bent-k kebijakan/program/kegiatan yang berasaldari
arahan Presiden/arahan Menteri PPN
Rencana adalah rencana penyelesaian penugasi,n yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan
dalam TOR alau dokumen selen,s.

Formula:
% KILID yg

melaksanakan
penugasan lingkup
bidangnya sesuai
dengan rencana

Jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan

Jumlah K/L/D yang se.larusnya melaksanakan penugasan sesuai X i O0%

Tujuan IKU:

IKU jni bertujuan untuk mengetahui konsistensi rencana l(/L/D pelaksana penugasan dengan realisasi
K/L/D pelaksana asan.

rencana

Lampiran ll.8
Perencanaan pembang unan nas ional yang berkualitas, $r€rqis dan kred ibe I

% penyelesaian penugasan te rte ntu

Definisi:
Penugasan tertentu (khusus) adalah segala bentuk ke5ijakarrprogram/kegiatan yang berasaldari arahan
Presiden/arahan Menteri PPN.
Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan
dalam TOR atau dokumen sejenis.
Formula:

% penyelesaian
penugasan tertentu

Jumlah penugasan Ierlentu yanq diselesaikan ,r iVUro

Tujuan IKU:
IKU ini bertuiuan untuk mengetahui tingkat penyelesean penugasan tertentu (khusus)

Unit kerja yang memiliki penugasan !ntuk mempercepal pembangunan nasional sesuai bidangnya

Dokumen TOR/sejenis Laporan Pemantauan dan Pengendalian Lapo.an Evaluasi

Akumulasi
Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember2019)
100



l-arnpiran ll.9

kese{rasan muaLan raoca an Renska K/L 2020-2024den n R PJ MN 2C2O-2024 lin ku
D6finl5'
1 M!..ac ,a.rcangan Renslra K/L adalah sasaran/larg€l rancaqan Remtra K/L 2020,2024 sesuai Gp;ss: bidangnya

IVr@n €rEangan RPJlvlN 2020-2024 adaEh sasa?n,/.aqet bldang/subbrdang Pembanguoan sE€, ingtup bidangny€

Z [rEn R(P dan RPJl,lN dak3 ta ka n selara s (men capai ta rgei 100% ) dengan kite a sebagai b.'lrl,
A. _fipelatan 

Langsung (TL) subsntansr program/sasaran dlm rancaroen Renslra KL sesuar .ErE€n sasaran dirsncangan
RPJMN 2020-2024

8. Te.Pelakan fidak LangsLng (T[)] Ika lerdapal sasararvrndikalor batu t€ng mulcul mmrn rEslh sec€ra substansi,televan
ses€jdeigan sasarar diran€ngan RPJ[,{N 2020-2024 (de4an calalan lerdapal ,uslilikas: dsn $sar:nlndikator liErE
baru Se

% kesoL.san tualan RKP Jjfrlah *sa... substans' prclram dl ranenqan Ronsra (L 2020-202a 5.&r denoan esarsn
JMtr 2420 2024

Jomrah sasaran RPJMN 2020-2024 yang s66!ai 5ub56 n si td.ng n ya

Tuluan s{U:
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LAMPIRAN III
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN

KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



I.AMPIRAN 3: FORMAT DA.III XSI LAFORAN KXNERJA

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuaa dari sasa_ran yant
telah dite:apkan dalam rencana strategis serta sejauh mana
insta-nsi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalar:
pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang
telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
iangkah antisipatif untuk menanggulangi kenda.la yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAIIULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum organisasr
serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan
organisasr (gambaran umum tupoksi) dengan penekanan
pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic ;ssued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentarg
instansi serta uraiarr singkat mandat apa yang dibebankan
kepada instansi Rencana Kine4'a dan Perjanjian Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi,
misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan
sasaran strategis) dalam rencana jk menengal
(RPJMD/Renstra), rencana jangka tahunan (RKT) dan
penetapan kinerja (PK).

1.1 Latar Belakang

a. Landasan penlusunan Laporan Kinerja

b. Ttrjuan unit kerja dikaitkan dengan sasaran UKE I
diatasnya (LKj UKE II) atau Kementerian (LKj UKE I)

1.2 T\rgas dan Fungsl

Mengacu pada Struktur Organisasi Tata Kelola yang
berlaku



1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berriasarkan SOTK

1.4 Sumber Daya Manusia

Profil SDM Unit kerj a berdasarkan jumlah, pendidikan,
jabatan, gender, ana-lisa ketersediaan SD[4 dikaitkan
dengan peiaksalaan tugas dan fungsi

1.5 Potensi dan Permasalahan Strategis

Isu dan permasalahan strategis yang menjadi landasan
dalam pelaksanaan program/kegiatan, dan pembenahan
yang dilakukan oleh unit kerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai
Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan PK tahun
bersangkutan. Pada awal bagian ini disajikan gambaran
secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun
yang bersangkutan serta bagaimana kaita,nnya dengan
capaian visi dan misi instans,. Sistematikanya meliputi:

2.L. Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan
Renstra UKE I serta dikaitkan dengan Indikator unit
kerja.

*catatan: jika terdapat perubahan dan penyesuaian
meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman

sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator
kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah
ditandatargani, agar dicantumkan dalam subbab ini.



2"2. Perjanjian Kinerja

Mencantumkan PK tahun ini dan cascaciing dari IKU
Menteri dal diturunkan hingga level Eselon II (dalarn LKj
Eselon I), dan cascading dari IKU Eselon I d:rn diturunkan
hingga level Eselon III (dalam LKj Eselon II)
*catatan: jika terdapat perubahan lndikatcr kinerja dari
tahun sebelumnya, agar dicantumkal justrfikasi/ alasal
dari peruba.l"an tersebut.

2.3. Alokasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran
progratn I sasaran unit kerja

BAB IIi AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran
kinerja, evaluasi dan ana.lisis akuntabilitas kine ja termasuk
di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan
dan kegagalan, hambatan/kenda1a, dan permasalahannya
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatii yang akan
<iiambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan
dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi
pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk
ana"lisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.
Sistematikanya meliputi:

3,1. Capalan Kinerja Organisasl

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasarar-l strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

I . Membandingkan antara ta-rget dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara
capaian kire{a tahun ini
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi
tahun ini dengan target

rea.lisasi kinerja serta
dengan tahun lalu dan

kinerja sampai dengan
jangka menengah yang



terdapat
organisasi

dalam dokumen perencanaal.r stratetis

4. Membardrngkal realisasi kine4a tahun ini dengan
standa-r nasional (.f ika ada);

S.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

7. Analisis program/kegiatal yang
keberhasilarr ataupun kegagalan
pernyataan kinerj a).

menunjang
pencapalan

3.1.1. Capaiaa Keselarasan Perencanaan RKp 2O2O

, Kinerja Kemenenterian PPN/Bappenas dalam
rangka menjaga keselarasan (integrasi,
sinl,',:ronisasi, sinergi) perencanaan RKp 2020.

. Alur perhitungan capaian kinerj a bagi Unit
Kerja yang memiliki PN/PP/KP (Lampiran 4-
alur perhitungan):

(i) Para PJ Kegiatan Prioritas (Kp) mengukur
dan menganaJisa tingkat keselarasan
integrasi dan sinkronisasi dengan Iebih dulu
memetakan Renja dan RKA K/L pada setiap
KP. Hasil pengukuran dan analisa
disampaikan kepada PJ PP di atasnya.

(ii) Para PJ Program Prioritas (pp) melakukan
pcrhitungan tingkat keselarasan PP dengan
menghitung rata-rata dari keselarasan Kp
dari para PJ KP, untuk selanjutnya dianalisa
dan disusun sebagai bahan laporan. Hasil
pengukuran dan analisa disampaikan
kepada PJ PN.

(iii) Para PJ PN melakukan penghitungan tingkat
keselarasan PN dengan menghitung rata-



rata dari tingkat keselarasan tiap PP dan
melakukal analisa.

. Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Ke{a
yang tidak memiliki PN/PPIKP

(i) Melakukan perhitungan sesuai dengan
bidang yang dimiliki

3.1.2. Capaian Pengendalian RKP 2019

. Mengukur hasil pengendalian pelaksanaan RKP
2019

(i) Para PJ PN RKP 2019 agar mengukur dan
menganalisa capaian target dan realisasi
sasarannya dan melakukan analisa atas

capaian tersebut

. Alur perhitungan capaitrn kinerja bagi Unit Ke{'a
yang tidak memiliki PN/PPIKP

(ii) Melakukan perhitungan sesuai dengan
bidang yang dimihki

3.2. Akuntabilitas Keuangan (RealisastAnggaranl

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

. Realisasi membandingkan antara realisasi anggaran

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir

' Penjelasa-n ketika pagu anggaran akhir tahun
berubah dari awal yang tercantum di Perjanjian

Kinerja/PK, misal penambahan anggaran atau re-

alokasi anggaran dikarenakan terdapat kegiatan yang

baru di pertengahan tahun
. Pencantuman informasi MAK dan kegiatan

penghematan anggarai (.f ika ada)

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan/ simpulan secara umum tentang

keberhasilan atas capaian kinerja dan kegagalan,

permasalahan dal kendaia utama yang berkaitan dengan
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I
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kinerja organisasi yang bersalgkutan, serta strategi
pernecahan masalah yang akan dilaksanakal di tahun
meidatang untuk meningkatkan kinerj anya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-1ain yang dianggap perlu



LAMPIRAN IV
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINtrRJA DAN LAPORAN
KINERJA

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS



Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian ppN/Bappenas

Kementeriatr
PPN/Bappenas

Reviu Lapora n
Kinerja

Kementerian
PPN,/Bappenas

Memo
Permintaan

Laporan
Ki n erja

Menerima dan
mandisposisikan
Laporan Kinerja

UKE

Menyusun Draft
Laporanan

Kit tcrJa
Kom€nterlan

I

Menyusun
Laporan Kineja

t
I
I
I

Menyusun
Laporan Kineja

PEJABAT
ESELON II

MENTERI
PAN & RB


